BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh suatu
informasi. Informasi yang didapat tersebut bahwa pelaku usaha
mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang

dengan beberapa alasan, yaitu:

1) Cacat hukum atau cacat prosedur, cacat hukum atau cacat prosedur
merupakan kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum
yang berlaku, sehingga tidak mengikat secara hukum

2) Peneyelesaiian perkara seharusnya dilakukan di pengadilan negeri

Jakarta Selatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara telah diperoleh suatu fakta. Fakta yang didapat tersebut adalah
suatu perkara yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Padang dapat dibatalkan demi hukum karena putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.
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B. SARAN

1. Saran kepada badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang dalam
memeriksa dan mengadili perkara harus sesuai dengan peraturan
perundang - undangan agar tidak terjadi cacat prosedur dalam

menyelesaikan suatu perkara
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